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Banyaknya kasus gratifikasi oleh dokter, termasuk dokter Non Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi mengakibatkan dokter 
meresepkan obat-obat tertentu yang berasal dari perusahaan farmasi tersebut 
kepada pasien. Sebagai upahnya, dokter mendapatkan berbagai fasilitas, seperti 
naik haji, jalan-jalan dan sebagainya. Dampak lainnya  adalah harga obat di 
masyarakat juga menjadi mahal. Gratifikasi merupakan hal yang dilarang, namun 
tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemberian hadiah kepada dokter 
berstatus non pegawai negeri sipil sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi, 
sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat diberikan. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, karya tulis ini 
mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dokter berstatus Non PNS dapat 
dikualifikasikan menerima gratifikasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014  Tentang  Pengendalian Gratifikasi Di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi? (2) Bagaimana perbandingan pengaturan pemberian hadiah kepada 
dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana antara Indonesia dan 
Jerman? (3) Bagaimana reformulasi pengaturan pemberian hadiah kepada dokter 
berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi di Indonesia? 
Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan 
pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis 
dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. 
Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada 
bahwa perlu adanya reformulasi aturan yang mengatur secara khusus terkait 
pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana 
gratifikasi sehingga ada sanksi pidana yang dapat diterapkan. Diperlukannya hal 
ini karena dokter Non PNS yang menerima gratifikasi tidak dapat dijerat 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah, menjadi 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014  Tentang  Pengendalian 
Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian. Untuk itu ada hal-hal yang bisa 
diterapkan dari aturan hukum negara Jerman, yaitu  pasal 299a dan 299b German 
Criminal Act (Strafgesetzbuch – StGB) terkait korupsi di sektor kesehatan. 





Sari Valentina Sihite, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, 
November 2017, REFORMULATION GIVING GIFT TO DOCTORS NON 
CIVIL SERVANT AS A GRATIFICATION (Juridical Analysis Article 4 
Regulation of the Minister of Health No. 14 of 2014 concerning Gratification 
Control in Ministry of Health) , Dr. Yuliati, SH. LL.M, Ardi Ferdian, SH. Mkn. 
The number of gratification cases by doctors, including Non Civil Servants (PNS) 
doctors who work with certain pharmaceutical companies appropriate doctors of 
these pharmaceutical companies to patients. As a reward, doctors get a wide range 
of facilities, such as pilgrimage, stroll and etc. Another impact is that drug prices 
in the community are also becoming expensive. Gratuities are prohibited, but 
there is no legal rule governing prizes for non-civil servants as a form of 
gratification, so there is no criminal sanction can be granted. 
Based on the background of the issues covered above, this paper raises the 
formulation of the problem: (1) Whether a doctor of non-civil servant status can 
be qualified to receive gratification according to Regulation of the Minister of 
Health of the Republic of Indonesia Number 14 concerning 2014 on Gratification 
Control within the Ministry of Health and Law Number 20 concerning 2001 
regarding Amendment of Law Number 31 concerning 1999 concerning 
Corruption Crime? (2) How is the comparison of gift arrangement to non-civil 
servant doctor as a form of crime between Indonesia and Germany? (3) How to 
reformulate the prize arrangement for a non-civil servant doctor as a form of 
gratification in Indonesia? 
This research is legal juridical Normative research. This research uses the 
approach of legislation, concept approach, and comparison approach. The legal 
materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and 
tertiary legal materials analyzed using grammatical interpretation methods and 
systematic interpretations. 
From the results of the study, the authors obtain the answers to existing problems 
there need adan. No civil servant as a form of gratification crime so that there are 
applicable criminal sanctions. This is necessary because non-civil servant doctors 
who receive gratuities can not be snared according to Law Number 31 concerning 
1999 which has been changed, become Law Number 20 Year 2001 regarding the 
Amendment of Law Number 31 concerning 1999 about Corruption and 
Regulation of the Minister of Health Republic of Indonesia Number 14 
concerning 2014 About Gratification Control In Ministry Environment. For that 
there are things that can be applied from the rules of German law, namely article 
299a and 299b of the German Criminal Act (Strafgesetzbuch - StGB) related to 
corruption in the health sector. 
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